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BAB L PENDAHULUAN

i. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai peranan yang sangai penting daiam  proses
pembangunan ckonomi. Secara umum fungsi pemevintah meliputi fangsi alokasi,
disimbusi dan stabilisast. Fungsi alokasi berkaitan dengan tugas pemerintah
meenyediakan barang dan jasa, khususnya berbagai fasilitas untuk kepentingan
woen. Selanjutnya pemenntah menjalankan fungsi distribusi, yakn-i. berkaitan
demgan tugas pemerintah untuk menjaga agar distribusi pendapatan antar
telompok relatif tidak timpang. Sedangkan fungsi pemerintah yang terakhir
Serupa fungst stabilisasi, antara lain berupaya untuk menjaga agar tingkat harga
#=22p terkendali.

Ketiga fungsi pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah
swsat atau pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan sistem sentralisasi
= desentralisasi. Guna menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebul aniara
‘a= dewujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah pusat, khususnya berupa
Zh;ffzr Isisan Kegiatan (DIK) dan Daftar [sisan Proyek (DIP). Alokasi DIK
merupakan dokumen yang berisikan wewenang alokasi dana-dana dari mata
anzgaran rutin APBN, sedangkan DIP m-crup_akan mata anggaran pembangunai.

Secara teoritis pemberian bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah

dacrah ditentukan oleh kapasitas fiskal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal

(fiscal needs). Pemberian bantuan pemerintah pusat mempunyai hubungan yang



mesatt dengan <apasitas fiskal, sedangkan dengan kebutuhan fiskal mempunyai

Embungan yang posiif. Melauil pernbenian bantuan pemerintah pusat tersebut
Sharapkan kemampuan fiskal daerah meningkat, sehingga dapat mengurangi
Setmnancan fiskal baik secara vertikal maupun secara horisontal.

investast DIK/DIP pemerintah pusat dari tahun 1996/1997 sampai dehg-an
tzhun 1998/1999 di berbagai propinsi secara absolut mengalami peningkatan,
namun sgjak tahun 1999/2000 cenderung menurun. Investasi pemerintah pusat
relant terkonsentrasi di propinsi DKI fakarta, pada tahun 1996/1997 investasi
DIK/DIF vang diberkan kepada propinsi ini sebesar 39,54 %, namun pada tahun

2001 menurun menjadi 27,15 %. Adapun perkembangan investasi DIK/DIP pada

tahun 1996/1997 sebesar 19.867.376 juta rupiah, selanjutnya pada tahun

19992000 scbesar 25.166.207 juta rupiah, pada tahun 2000 sebesar 25 166.207
sz ruptah dan pada tahun 2001 sebesar 20.897.391 juta rupiah.
Perkembangan investasi DIK/DIP cenderung berfluktuasi. selanjutnya

fenomena tersehut akan dikaii lebih lanjut dalam penelitian ini.

i
-

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan wuraian vang tele;h dikemukakan dalam latarbelakang
permasalahan. maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Bagaimana pengaruh jumlah penduduk. luas wilavah. jumlah penduduk

muskin dan PAD terhadap alokasi DIK/DIP



3 Tujuan Penelitian
Adapun twjuan penclitian it adalah uatuk wengetahut  bagaimana
pengaruh jumlah penduduk, ivas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD

terhadap alokasi DIK/DIP di berbagai propinsi.

4. Kegunaan Penelitian
Penelittan 1nt diharapkan dapat berguna untuk berbagal pithak yang bermimat

terhadap kajian keuangan negara atau keuangan daerah.

5. Ruanglingkup penelitian
Objek dalam penelitian 1 dalah DIK/DIP serta dilengkapi dengan
vanabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD

herdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2000,

6. Teknik Analisis
_ Dalam penelitian im  digunakan metode regresi berganda untuk
men:iawab permasalahan bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, luas
“walayah, jamlah penduduk miskin dan PAD dengan DIK/DIP.
Persamaan regresi yang akan di‘estimasi adalah sebagai berikut :*

DIKDIP = a + b Penduduk + ¢ Luas Wilayah + d Pdk Miskin + ¢ PAD



BAB 1. STUDI PUSTAKA

1. Landasan Teoritis

Berbagai teori ekonomi publik yang menjetaskan ketiga [ungsi pokok
pemenintahan yang terdin daii fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi biasanya
merujuk kepada pendapat Musgrave (1959). Melalui fungsi alokasi pemerintah
berupava menggunakan  sumberdaya yang ada untuk berbagai kepentingan
dengan seefisien mungkin, termasuk penyediaan barang publik. Sedangkan
melalui fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mengatur kepemilikan faktor
produksi, schingga pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi relatif lebih
merata.lSememara itu melalui fungsi stabilisasi pemerintah berupaya untuk
menjaga kondisi perekonomian agar tidak terlalu berfluktusai (Musgrave dan

R

Musgrave, 1959; 5-27; Oates 1972: 3-21 dan 1999, 1120-1145; Rathin, 1997; 1-

5).
Analisis Musgrave diawali dari upaya untuk mencari Jawaban mengenai
tungkat pemerintahan manakah yang paling tepat untuk menangani masing-masing
pe;ﬁasalahan tersebut ?. Tentu saja yang dimaksudkan dalam pertanyafin tersebut
bukan hanya menyangkut ketiga fungsi pokok it semata, tetapl segala macam
aktivitas atau fungsi pemerintah yang terl"cajt, merujuk pada ketiganya.
Permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah, khususnya
berkenaan dengan penyediaan barang publik di berbagai negara dapat dibagi

menjadi dua kelompok; pertama, negara yang menggunakan sistem sentralisasi



]

dan yang kedua negara yang menggeunakan sistem desentralisasi (Qates, 1972;
31).

Menuwrut Musgrave terdapat dua takior yang dapat dijadikan acuan untuk
menentekan apakah secara ekonomi suate fungsi akan lebih baik dilaksanakan
terpusat alavkah dedesentralisasikan. V'alitol yang pertama adalah eksternalitas dao
vang kedua adalah preferensi. Semakin rendal eksternalitas dari pengadaan suatu
barang publik maka semakin rendah pulz insentif untuk dilakukannya sentralisasi,
dan schaliknya.  Diyakini pula bahwa. pada dasamya pemerintahan pada tingkat

vang lebih rendah (pemerintah daerah) akan lebih memabami keinginan dan

masyarakat di daerahnya masing-masing.  Berdasarkan kedua fzktor ini
Musgrave menyimpulkan  bahwa  secars wmwm  fungsi  stabilisasi  dan

akukan oleh pusat, sementara 1tu fungsi

distribust akan  lebih  baik hila d
alokasi akan lebib baik jika didesentralisasikan.

Pendekatan tersebut pada dasarnya wembahas teori mengenai intervensi
negara, dan interaksi antara negara dan individu. Dalam pendekatan tersebut
negara menjalankan tugasnya dengan amat baik jika ia tidak mendistors

i} .
preférensi darni konsumen (masyarakat), karena itu tingkat desentralisasi yang
optimal adalah yang meminunumkan distorsi tersebut. Argumentasi-argumentasi
mereka pada dasarnya berlandaskan pac-{a proposisi  bahwa tingkat desentralisasi
vang ideal adalah apabila individu dapat mengurus dirinya sendiri, kecuali jika
dengan bekerjasama biaya dapat ditekan. Jadi, hanya apabila ada kebutuhan untuk

menyediakan barang dan jasa publik baik dalam bentuk kebijakan stabilisasi



E

pat ;pun barang publik yang “non-rival” dan “non-excludabie” barulah pemerintah
zﬁf‘m tangan. -

Qates mengemukakan beberapa keuntungan jika pendekatan sentralisasi
ang digunakan, yaitu pengendalian jumlah uang vang beredar sema stabilitas
;!Mga {perekonomian) dan penyerapan tenaga kerja relatif lebili mudah dicapai.
3 egimpula dengan dengan distribust pendapatan serta efisiensi output yang
d'lhasilka“- Sedangkan jika dalam pendekatan desentralisasi, akan timbul
keddakstabilan di bidang fiskal (ekonomi makro). Dengan demikian melalui
gthcjel(atan ini kinerja tugas yang dilaksanakan relatif lebih baik. Sementara itu
K eunmngan dari pelaksanaan desentralisasi; pertama preferensi kebutuhan
ma;}rara‘_kal akan barang dan jasa lebth dapat diketahui; kedua timbulnya inovast
<eria kompetisi antar daerah untuk menghasilkan teknik yang terbaik dalam
p_eﬂyedizmn barang publik, sehingga menghasilkan efisiensi dalam proses
pfoduksi; ketiga tercipta lembaga yang lebih baik untuk mengambil keputusan
galam masyarakat.

Secara ekonomi tujuan pemberian tranfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah (Ma, 1997; 1-4 ; Oates,1999; 1120-1145) adalah :
1. Mengatasi Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical
fiscal imbalance). Di sebagian besar negara di dunia, pemerintah pusat
menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama yang

menyebabkan relatif kecilnya pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah

tidak mampu untuk menutupi pengeluarannya. Transfer yang dilakukan oleh



pemenntah pusat dibutuhkan untuk menyeimbangkan anggaran pemenntah
daerah.

Mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah (honizontal fiscal imbalance).
Kondisi antar daerzh relatif berbeda, baik dari sisi kapasitas fiskal (fiscal
capacity) maupun dari sist kebutuhan fiskal (expenditure néf:ds). Perbedaan
kapasitas fiskal antar daerah antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam
kekayaan sumberdaya alam, penerimaan (pajak) utama dan PDRB. Sedangkan
perbedaan kebutuhan fiskal antara lain disebabkan oleh jumlah penduduk
miskin, jumlahk lansia, jumlah usia muda, mfrastruktur seperti bandara dan
pelabuhan. Perbedaan kondisi fiskal tersebut menyebabkan terjadiya “fiscal
gap” .yang harus diatasi dengan pemberian transfer dart pemerintah pusat.
Mengatasi melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over
efect). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki efek
menyebar (eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya, misalnya pendidikan
tinggi, pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem
pengendalian polusi (udara dan air) dan rumah sakit daerah. Tanpa adanya
lniszaat (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa di
atas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi. Oleh karena
itulah pemerintah pusat perlu umuk- memberikan semacam insentif ataupun
menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan publik tersebut dapat

terpenuhi.



2. Peuelitian Sebelumnya
a. Martin Ravallion (1988; 53-71)

Dalam peneliiannya yang beriudui (NPRES and {nequality . A
Distributional Perspective on The Cenire’s Regioral Disbursement, Ravallion
mengidentifikasi fungsi preferensi masyarakat pusar terhadap alokasi INPRES.
Selanp:tnya dengan menggunakan data iNPRES aggregat tahiun 1985/1986 fungst
tersebut diaplikasikan sesuai dengan karakteristik daerah di Indonesia.

Terdapat dua fungsi yang dapat dipakar sebagai representast dart
preferensi masyarakat, yaitu fungst CES dan fungsi kesejahteran Kolm-Pollak
(K-P).

Setelah persamaan  diestunasi. maka diperoleh persamaan regers: sebagal

berikut:

/
Ln[-—i——] =0.909+1,30Ln¥, —0,65Y, —0,236LnN_—0,148LnD +uv),

R2=0,909 SEE=0.167 Deviasi Rata-rata=249 n=26
Berdasarkan persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien
“Ln Y, tidak signifikan dan koefisten Yj meskipun signiékm tetapr negatif.
Sedangkan dar angka standard error dapat diketahui bahwa Ln Y dan Y
~ mempunyai hubungan yang tinggi (r = 0,98).
Implikasi dari hasil yang diperoleh dari persamaan ( ) dapat diketahus

bahwa fungsi preferensi vang lebih sesuai untuk digunakan adalah fungsit K-P



darnpada fungsi CES. Selanjutuya dengan mengestimasi kembali fungsi K-P yang
ditampilkan pada persamaan { ), maka diperoleh persamaan regresi

1
f.f?[j\—':) =1,51-0,050Y, —0,235LnN , ~0,1528,LnD +0,

i
R*=0916 SEE=0,i64

Persamaan yang telah diestimasi relatif lebih baik karena hasilnya lebin

sesuai dengan spesifikasi yang dibangun dan secara statistik koefisien Y

signifikan. Guna melihat pengaruh INPRES terhadap biaya hidup, kemiskinan

ketimpangan pendapatan, angka putus sekolah dan investasi, maka model tersebut

diperluas. g

h. Iwan Jaya Aziz (1989)

lwan Jaya Aziz mengkaji peranan INPRES dalam penelitiannya yang
berjudul “INPRES Role In The Reduction Of Interregional Disparity”. Penelitian
tersebut dianalisis dengan persamaan simultan yang menggunakan data dari

duapuluh dua propinsi.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sebagai
berikut :

CP, =20,1338+0,3262Y, +0,0334 POP,

[, =-39,4559-0,0054EC,_, +0,4006Y

CG, =—13,2143+0,0816Y, +0,012P

3506 {1, 5581
Ykl



NM, =0,0131¥LPG,_, +0,00000875SCCHL, +0,21647R,
KD, =—175,286+11,0349RG,_, +33,4083YD),_, +7134,86BI_,

| adalah investasi

RG  adalah kesenjangan penidapatan antar dacrak
YD  adalah perubahan GRDP

KD adalah perubahan stok kapital daerah

Bl  adalah alokasi INPRES antar daerah

N adalah rata-rata pertumbuhan penduduk alamiah
POP adalah jumlah penduduk

CCH adalah konsumsi rumahtangga perkapita

TR  adalah jumlah transmigrasi

NM adalah tingkat migrasi neto

YLGP adalah kesenjangan per tenaga kerja-GRDP

K adalah stok kapital

R adalah tingkat pengembalian suatu daerah

EC adalah pendapatan dari kapital

CG adalah konsumsi pemerintah

CP adalah konsumsi swasta

AD adalah permintaan aggregat dikurangi ekspor neto
Y  adalah GRDP

NX adalah ekspor neto

L adalah tenaga kerja

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa alokast
INPRES tahun 1980/1981 belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya
terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah. Diketahui juga

bahwa pertumbuhan kapital dan produktivitas secara signifikan dipengaruhi oleh

10



Blok INPRES. Dalam persamaan tersebut PDRB dan populasi mempunyai
pengaruh vang positif terhadap konsumsi daerah, Sedangkan PDRB tahun
sebelumnya berpengaruh positif terhadap investasi daerah dan pendapatan kapital
tahun sebelumnya bertanda negatif. Sementara itu Stok kapital dan tenaga kerja
mempunval pengaruh yang positif terhadap perubahan PDRB. Kesenjangan
tenaga kerja daerzh, konsumsi rumehtangga per kapita dan penyebaran
rransmigrasi berpengaruh positif terhadap migrasi neto. Kesenjangan tingkat
pengembalian antar daerah, alokasi blok INPRES dan perubahan GDRP

berpengaruh positif terhadap perubahan stok kapital tahun sebelumnya.

d. Susivati B. Hirawan (1993; 295-317)

Dalam penelitian Susiyati dibahas mengenal hubungan antara spesifik dan
blok INPRES dengan beberapa variabel ekonomi. Begitupula dengan konsistensi
antara DIP dengan INPRES. Di samping itu dibahas juga mengenai pengaruli
INPRES terhadap perekonomian yang meliputi PDRB, investasi dan tenaga kerja.

Rerdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah penduduk

.mempunyai korelasi yang kuat, baitk dengan blok INPRES maupun dcngan.
spesifik INPRES. Sementara itu variabe-variabel kapasitas fiskal yang terdiri dari
PDRB perkapita dan PAD perkapita tidak mempunyai hubungan yang signifikan.
Di sisi lain  distribugi antara DIP dengan INPRES tidak mempunyai pola yang
konsisten. Argumentasi ini mucul karena Jawa yang menerima INPRES perkapita

terkecil, sebagai kompensasinya menerima DIP perkapita terbesar. Sedangkan

11



Kalimantan yang menenima INPRES perkapita terbesar ternyata memperoleh dana

DIP terbesar.

Selanjutnya dengan menggunakan “pooling data”

Susiyati bertujuan

melihat pengaruh INPRES terhadap perekonomian yang diproksi dengan PDRB,

mvestast dan tenaga kerja.

Tabel 2.1

Pengaruh INPRES Terhadap Perekonomian

Variabel | Konstanta | Total INPRES | Blok INPRES R’
PDRB -749 02 0,083 ! 0,55
PDRB | -1385.60 0,190 0.65
Investasi . | -180,051 0.0202 037 oa
Investasi | -318,918 00437 043
" TenagaKerja | -1366,06 0,080 N 0,64
| TenagaKerja | -2452,6? 13,638 0,182 0,84

T L
DUIOCT

Sllbl_) ati (199 I

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara statistik INPRES

memppunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah,

khususnya terhadap PDRB dan tenaga kerja.

12



BAB Hi. HASIL DAN PEMBAHASAN

{. Gambaran Umum Variabel Penelitian

Selanjutnya dalam Tabel 3.1 secara ringkas disajikan mengenai alokasi
DIK/DIP, jumlah penduduk, luas wilavah, jumlah penduduk miskin dan PAD
berdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2000.

Distribusi variable tersebut pada berbagai propinsi di Indonesia relatif
bervariasi. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel tersebut dapat
diketahui bahwa alokasi Dik/DIP terbesar diperoleh propinsi DKI | diikuti oleh
Jabar, Jateng dan fatim. Sedangkan vang terkecil diperoleh propinsi Maluku.

Sementara itu jumlah penduduk vang terbanyak berada di propinsi Jabar.
ditkuti oleh Jatim dan lateng. Sedangkan terendah berada di propinsi Irian Jaya.
Luas wilayah terbesar adalah propinsi Jawa Barat dan penduduk miskin terbesar
berada di propinst Jatim, ditkuti alel lateng dan Jabar. Sementara itu propinst
dengan PAD tertinggi adalah DKL ditkuti oleh Jatim dan Jabar dan terendak
dicapai oleh propinsi Sultra.

Secara lebih lengkap mengenai distribusi DIK/DIP, jumlah penduduk.
luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan PAD berdasarkan propinst  di

Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1

L



Tabel 2 1 Distnibust DIK/DIP Berdasarkan Pr

ropinst di Indonesia

I No DIK'DIP  Penduduk | Ls Wilayah Pdk. PAD |
| (Rp. hwa) {Jura ) (Km®) Miskin | (Malvai) |
S l} S, ulce i L (Ribu) |
INAD | 794840 401087 | 553839) 6020|  32.80 |
- Sumut 666540 1147627 | 7095932 | 197260  187.60 |
[Sumbar | 651147 422810 1 4391365  601.40 6040
Riau | 628200 4733951 9974773 | 58990 128.60
Jambi | 253025 240094 | 50612.85 677.0 34.20
Sumsel | 1146909 17565 [13339.1 | 18i290  79.0/
| Bengkulu | 270160 140506 1978930 30230 1850
Lampung | 640307 665435 | 3528839 379601  57.90]
I DKI 7601998 838485 66162 | 203710 1692.90 |
Jabar 2466332 4355292 |  43818.18 379,60 | 44810
 Jateng 1586781 3085683 3276853 839340 31860
J DIY | 478957 3109.14 318580 | 875550  57.90 :
\Jatim | T476287 3452559 | 4668417 | 789.10 5100
_Kalbar 583923 3740,02 | 148807,0 ! 1028650 | 5410
Kalteng | 343994 180150 1535640| 102410, 1880
_Kalsel 304904 297024, 3882162 26170! 5590
'Kaltim | 352601 243655 | 211440 44020, 787D
(Sulmt | 808515 282084 2748760 | 7860, 2840
Sulteng | 419090 206639 | 2114400} 228 0, 330
[ Sulsel | 365267 778730 | 6803798 59940  92.10+
Sultra 1177421 177195 | 6236223 | 1462,10 15.60 |
Bali 365267  -312467 | 381400 ] 504,80 22970 |
 NTB 150786 382179 201540 257800 3570
| NTT 219 3929.04 | 4734990 177870] 20,50
~Maluku 415972 1200.07 541850 | 669,70 17,40
Irja 540220 218551 | 4140400 1147.90 32,30
Total 25166207 203528,757 | 1937072.891 | 4798180 | 3352868 |

Sumber : BPS dan DIPKPD, 2001




2. Hasil Perelitian dan Pembahasan
Bérdasarkan Hasil estimast terhadap persamaan regresi diperoleh hasil
sebagai benkut :

DIKDIP = 258562 88 — 8,506 Penduduk + 0465 1 uas Wilayah
+ 7,741 Penduduk Miskin + 4256 329 PAD

Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Multikoliniaritas

Berdasarkan nilai VIF (Variance Inflated factor) untuk keempat vanable
mdependent berada di sekitar angka 1 demikian juga nilai Tolerance mendekati 1.
berarti model ini bebas dari multikolimiaritas. Begitupula halnya bila dilihat

berdasarkan nilai korelasi antar variable independen vang nilaimmva di bawah 0.5,

maka gejala multikoliniantas antar variable mdependent tidak tenjadi.

2. Uji Autokerelasi
Berdasarkan hasil pengolahan data vang dilakukan diperoleh nilai Durbin
; Watson (D-W) sebesar 2.349. Sedangkan nilai dl sebesar 0.99 dan nilai du 1.64.

r

berarti 2,349 < (4 — 1,64), maka dengan demikian tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan hasil estimasi terhadap persamaan regresi dari uj F
signifikansinya dibawah 0,005 berarti secara bersama-sama variable-variabel
tersebut berpengaruh terhadap nilai DIK-DIP yang dialokasikan kepada propinsi

di [ndonesia. Namun berdasarkan uji t ternvata hanva variable PAD vang

Ln



ignifikan. namun secara leorilis mempunvai fanda yang b

halnya dengan penduduk mempunyal tanda vang berlawanan, namun penduduk

iskin dan fuas wilavah mempunvai tanda yang sesuat dengan teor(
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

= |

it

derdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagar bertkut -
Berdasarkan uji F variable independen secara bersama-sama berpencaruh
secara signifikan techadap alokast DIK/DIP.
Sedangkan berdasarkan ujit hanya vanable PAD vang sginifikan. namun

mempunyval tanda vang berlawanan dengan teor.

Saran

Penelittan  selanjutnya  disarankon  untuk  memperbanyak  variabel  fivcal
Capce s o FISGal ey

Dalam penelitan selanjutya disarankan untuk mengeunakan metode pooling.
sehingga mempergunakan data runtun waktu dan cross section vang lebin

panjang.
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